
219I HIMPUNAN PERATURANGUBERNURPAPUABARAT

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, maka dipandang perlu untuk
mengatur pembagian dan penggunaan
Biaya Pemungutan ' Pajak Bumi dan

- Bangunan (BP-PBB) Bagian
Pemerintah Provinsi Papua Barat;

b. bahwa pembagian dan penggunaan Biaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(BP-PBB) sebagaimana dimaksud dalam
huruf a diatas, Tahun Anggaran 2011
baru teralisasi triwulan I dan triwulan II
maka perlu mengatur alokasi kurang
bayar (BP-PBB) triwulan III dan triwulan
IV Tahun Anggaran 2011 yang

GUBERNURPAPUABARAT,

Menimbang

ALOKASIKURANGBAYARBIAYAPEMUNGUTANPAJAKBUMI
DANBANGUNANBAGIANPROVINSIPAPUABARAT

TAHUNANGGARAN2011

NOMOR15 TAHUN2012
TENTANG

GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
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1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun
1999 tentang Pembentukan Provinsi
Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan
Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
.3894) sebagaimaria telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 5
Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999 tentang Pembentukan Provinsi
Irian .Jaya Terigah , Provinsi Irian Jaya
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan
Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3960) sesuai Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor
018/PUU-I/2003;

2.Undang - Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001

dialokasikan dalam APBD Prubahan
Tahun 2012;

c. bahwa . berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur Papua Barat ten tang
Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan
Pajak Bumi dan Bagunan Bagian Provinsi
Papua Barat Tahun Anggaran 2011;

Mengingat
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Nomor 1,35" Tambahan Lemba ran
Negara ,Repub,lik Indonesia Nomor
4151); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-uridang Nomor 35
Tahun 2008. teritang Penetapan

','Peraturan Pernerintah Pengganti
Undarig,~ Undarig Nomor 1 Tahun
'~2008 tentang Per'ubahan Undang -
Undang Nornor 21 T'ahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua' menjadi Undang-uridang
(Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahurr 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun
2003', ' tentang Keuangan Negara
{Lernbarari Negara Republik Indonesia
T'ahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. U~dang - Und~ng Nomor 32 Tahun
2004 ten tang Pemerirrtahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor '4437), sebagaimaria telah
beberapa kali 'diubah ter akh ir dengan

, Undang-Undang "Nomor 12 Tahun
2008 .tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 ten tang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun
2004 teritang Perimbangan Keuangan
an tara Pernerintah Pusat dan
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun . 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor '140, Tambahan Lembaran
•Negara Republik Indonesia Nomor
.4578);

10. Peraturan Pernerintah Nomor 38
Tahun 2007 ten tang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi; dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran

Dana
Negara
2005

558. Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2005 ten tang
Perimbangan (Lembaran
·Republik Indonesia Tahun
Nemer 137);

Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
44'38);

6.Undang - Ondang 'Nomor 12 Tahun
2011 Pembentukan Peraturan
Peruridang '. Undangan (Lembaran
Negara Republik. Indonesia Tahun
2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan. Pajak Bumi dan

·Bangunan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Repub lik Indonesia Tahun 2000
Nomor 36);
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Pasal 1
(1) Hasil penerirnaan Biaya Pernungutan PBB

bagian Provinsi Papua Barat rnerupakan
.Penerirnaan Daerah dan dianggarkan dalarn

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
TENTANG ALOKASI KURANG BAYARBIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN '. BAGIAN PROVINSI PAPUA
BARATTAHUNANGGARAN2011.

MEMUTUSKAN:

Negara Republik Indonesia Nornor
4737);

11. Peraturari . Men ted Keuarigan Nornor
74/PMK.0712011 tentang Perubahan
Atas Per aturan.« Menteri Keuangan
Nornor 244/PMK.07/2010 tentang
alokasi Semen tara Dana Bagi
Pernungutan Pajak. Burni dan

. Bangunan Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah.. Provinsi Papua

Barat Nornor 2. Tahun 2012 tentang
.Pe rubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provin.si ' Papua Barat
Tahun Anggaran -2012: (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
2012 Nornor 57);

13. Peraturan iGuberriu r . Papua Barat
Nornor 13 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Peru.bah an APBD Tahun
Anggaran 2012 (Provinsi Papua Barat
Tahun 2012 Berita Daerah Nornor
194);
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Pasa12
Pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
huruf a dan huruf b , diatur sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)
setiap tahun berjalan;

(2) Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan (BP~PBB)Bagian Provinsi
Papua Barat Tahun Anggaran 2011 merupakan
.penerimaan daerah untuk periode triwulan III
. (tiga) dan triwulan IV (empat) belum
disalurkan.

(3) Biaya Pernungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Bagian Provinsi Papua Barat : sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibebankan darr/ atau
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Perubahan (APBD-P) Provinsi Papua
Barat Tahun 2012 sebesar Rp. 1. 397.079.370 (
satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta
tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh
puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (BP-PBB) Bagian Provinsi Papua
Barat Untuk Triwulan III (tiga) Tahun
Anggaran 2011 sebesar Rp. 698.539.685
(enam ratus sembilan puluh delapan juta lima
ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus
delapan puluh lima rupiah) ;

b. Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (BP-PBB) Bagian Provinsi Papua
Barat untuk Triwulan IV (empat) Tahun
Anggaran ·2011 .: sebesar Rp. 698.539.685
(enam ratus sembilan puluh delapan juta lima
ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus
delapan puluh lima rupiah) ;
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Pasal4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan

Pasa13
(1) Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Papua
Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a dan huruf b, digunakan untuk
mendukung pembiayaan kegiatan pemungutan
PBB yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Provinsi Papua Barat, dan Tim Intensifikasi PBB
tingkat Provinsi Papua Barat.

(2) Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Papua
Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c , dialokasikan pernbagiannya untuk :
a. Aparat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Papua Barat sebesar 70% (tujuh puluh
persen);

b. Aparat Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Papua Barat sebesar 30% (tiga
puluh persen];

c. Dalam pembagian Biaya Pernungutan Pajak
Bumi dan Bangunan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.

a. Pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat
Sebesar 5% (lima persen);

b. Tim Intensifikasi PBB tingkat Provinsi Papua
Barat sebesar ~O% (dua puluh perseratus);

c. Aparat Instansi Pelaksana Teknis di Provinsi
Papua Barat sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen)
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